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ABSTRAK 

ERI ANGGA, 201620252006 ,Pelaksanaan Pemberian Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama 

(Justice Collaborator) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Komisi Pemberantasan 

Korupsi, Jumlah Halaman 106, Tahun 2019. 

 

Perkara korupsi setiap tahunnya terus meningkat dan tentunya tugas Komisi Pemberantasan 

Korupsi semakin berat, sehingga diperlukan beberapa strategi-strategi dalam mengoptimalkan 

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap dan menindak perkara tindak pidana korupsi 

oleh karena itu perlu strategi  khusu salah satunya peran saksi, dimana saksi pelasku yang 

bekerjasama (justice collaborator) menjadi hal yang pentinfg dalam mengungkap tindak pidanan 

korupsi. Penelitian ini memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bentuk 

hak-hak Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi dan pelaksanaan pemberian 

hak bagi pelaku tindak pidana korupsi yang bekerjasama dengan penegak Hukum pada Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodelogi pendekatan normatif. Penelitian hukum 

Normatif mempunyai objek kajian mengenai ketentuan-ketentuan hukum positif dengan sistem 

norma yang ada. 

Kesimpulan penelitian ini adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban dimana hak-hak terhadap seorang Justice Collaborator semakin 

bertambah dan jelas serta pengaturan dan pelaksanaan Saksi Pelaku yang bekerjasama (justice 

collaborator) tindak pidana korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi menurut hukum postif di 

Indonesia masih terdapat kekosongan norma hukum dan juga tidak adanya aturan yang mengikat 

terkait kondisi dimana tersangka atau terdakwa telah diberikan status justice collaborator akan 

tetapi di tingkat pengadilan ditolak 

 

Kata Kunci :  Justice Collaborator,  Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pelaku Korupsi 
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ABSTRACT 

 

ERI ANGGA, 201620252006, Implementation of the Witness-Perpretator Appropriation of 

Justice Collaborator towards Corruption Actors on the Corruption Eradication Commission, 

Number of Pages 106, Year 2019. 

 

 

Corruption cases keep on increasing every year and naturally, the task of Corruption 

Eradication Commission is getting heavier so that some policies are required in optimizing the 

Corruption Eradication Commission in uncovering and taking action on criminal acts of 

corruption. (justice collaborator) becomes a significant thing in uncovering acts of corruption 

discussion. This research supports the aim of research to find out and analyze the forms of the 

rights of the Justice Collaborator in corruption criminal cases and the implementation of the 

granting of rights for perpetrators of corruption in collaboration with law enforcement in the 

Corruption Eradication Commission. 

In this study, the authors utilized a normative approach methodology. Normative law research 

possesses the object of study regarding the provisions of positive law with the existing norm 

system. 

The conclusions of this study are Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and 

Victims, the rights to a Justice Collaborator are increasing and clearer and the regulation and 

implementation of Witnesses who cooperate (justice collaborator) in criminal acts of corruption 

in the Corruption Eradication Commission according to positive law in Indonesia there are still 

constitutional norms and also there are no binding rules regarding the conditions in which a 

suspect or defendant has been given a justice collaborator status but at the court level is 

rejected. 

 
Key Words :  Justice Collaborator, Corruption Actor, and Corruption Eradication Comisssion  
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